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<b>ABSTRAK</b>

Komisi Pemilihan Umum yang disingkat KPU merupakan lembaga penyel enggara pemilu sebagaimana
amanah Pasal 22 E UUD 1945. Sebagal penyelenggara pemilu yang nasional, tetap dan mandiri, KPU
merupakan |lembaga penyelenggara yang independen dalam menjalankan pemilihan umum yang demokratis,
lembagaini harus terbebas dari segala pengaruh kepentingan apapun, baik politik maupun pemerintah.
Dalam mewujudkan indepedensi KPU sebagal penyelenggara pemilu, proses rekruitmen KPU menjadi salah
satu hal yang berpengaruh dalam mewujudkan KPU yang independen. Indepedens secara institusi,
Independensi orang yang mengisinya, Independensi sumber keuangannya dan Independensi dalam
kewenangan dan otoritas dalam menjal ankan kewenangannya tersebut. K eberadaan badan penyelenggara
pemilu Independen di 25 negara demokrasi di dunia, menjadi perbandinga untuk KPU di Indonesia, dalam
mencari format penyelenggara pemilu yang ideal yang mampu menjamin indepedens penyelenggara
pemilu. Dalam beberapa hal KPU di Indonesia masih dipengaruhi oleh pemerintah dan legidlatif seperti
dalam pembentukan institusional penyelenggara pemilu, kewenangan regulasi, akuntabilitas dan anggaran,
dan kesekretariatan KPU. Dan disisi lain masih perlunya pembenahan untuk penguatan KPU dalam hal
sengketa kewenangan lembaga negara, masa jabatan anggota KPU, dan model seleksi KPU. Hal ini
diperlukan, agar KPU sebagai lembaga pengawal demokrasi mampu menjadi lembaga penyelenggara
pemilu yang independen yang terpisah dari pengaruh eksekuitif, legislatif dan Y udikatif, dimana
keberadaannya sederagjat dengan lembaga utama.

<hr><i><b>ABSTRACT</b>

General Election Commission that is abbreviated election management bodies, as the mandate of Article 22
E of the UUD 1945 As organizers of anational election, permanent and independent, the Commission is
organizing an independent institution in carrying out democratic elections, these institutions must be free
from any influence of any interest both politics and government. In realizing independency KPU as election
organizer, the recruitment process the Commission became one of the influential in creating an independent
Commission. Independency in institutions, independence of people who fill it, independence of its financial
resources and independence of the powers and authority in the running of the authority. The existence of
independent el ection management bodies in the 25 democracies in the world, be a comparison to the
Commission in Indonesia, in the search for the ideal format election organizer who is able to ensure
independency election organizer. In some cases the Commission in Indonesiais still influenced by the
government and the legislature as the institutional establishment of election management, regulatory
authority, accountability and budget, and the secretariat of the Commission. And on the other hand is still
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the need for reforms to strengthen the Commission in the case of a dispute the authority of state institutions,
tenure of members of the Commission, and the Commission selection model. It is necessary, in order that
the Commission as the guardian of democratic institutions able to become an independent election
management bodies which are separate from the influence of the executive, legislative and judiciary, in
which the existence equal to the main body.</i>



